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Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) adalah 
 putra kandung mantan Gubernur 
 Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang 
juga ditahan di KPK terkait kasus  korupsi.

Giliran Istri Bupati Musi Banyuasin Diperiksa  
terkait Kasus Suap Proyek Infrastruktur

JAKARTA (IM) - Tim 
penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memanggil 
istri Bupati Musi Banyuasin, 
Erini Mutia Yufada terkait kasus 
dugaan suap terkait pengadaan 
proyek infrastruktur.

Seperti diketahui, sebelum-
nya penyidik KPK telah mene-
tapkan Bupati Musi Banyuasin, 
Dodi Reza Alex Noerdin se-
bagai  tersangka dalam kasus 
tersebut.

“Hari ini (25/10/2021 ter-
kait pengadaan barang dan jasa 
di Kabupaten Musi Banyuasin 
tahun anggaran 2021, untuk 
tersangka HM dkk. Bertempat 
di Gedung Merah Putih KPK, 
Tim Penyidik mengagendakan 
pemangilan saksi Erini Mutia 
Yufada Swasta/Istri Bupati Musi 
Banyuasin,” ujar Plt Juru bicara 

KPK Ali Fikri dalam keteran-
gannya, Senin (25/10).

Pada Sabtu (23/10) kemarin, 
penyidik KK  melakukan peng-
geledahan di rumah pribadi 
Bupati Musi Banyuasin, Dodi 
Reza Alex Noerdin (DRA).

“Tim Penyidik Sabtu 
(23/10) telah selesai melak-
sanakan upaya paksa peng-
geledahan di tempat Kediaman 
pribadi tersangka DRA yang 
beralamat di Jalan Merdeka, Ta-
lang Semut Bukit Kecil, Palem-
bang,” kata Ali.

Selain menggeledah rumah 
pribadi Dodi, tim penyidik juga 
menggeledah sebuah Bangunan 
yang beralamat di Jalan Talang 
Kerangga, 30 Ilir, Bukit Kecil, 30 
Ilir, Kec Ilir Barat II, Palembang.

“Dari 2 lokasi dimaksud, 
Tim Penyidik menemukan dan 

TIMIKA (IM) - Pesawat 
jenis caravan milik Smart Air 
dengan register PK-SNN 
mengalami kecelakaan di 
Bandara Aminggaru, Distrik 
Omukia, Kabupaten Puncak, 
Papua, Senin (25/10),  sekitar 
pukul 07.20 WIT.

Pesawat naas itu men-
galami gagal landing akibat 
cuaca buruk atau kabut tebal 
di ujung runway. “Pesawat 
Smart Air PK-SNN dari 
Bandara Timika akan landing 
di Bandara Aminggaru Ilaga, 
namun karena adanya kabut 
di ujung runway sehingga 
pesawat landing dengan ap-
proach yang terlalu rendah,” 
demikian keterangan dari 
Kabid Humas Polda Papua, 
Kombes Pol Ahmad Mustho-
fa Kamal.

Akibat kecelakaan terse-
but, korban Pilot dan Co-pilot 
di evakuasi ke Puskesmas Ilaga 
menggunakan mobil ambu-

lans. Tiba di Puskesmas Ilaga 
sekitar pukul 07.40 WIT, kor-
ban langsung ditangani tim me-
dis dengan upaya memompa 
jantung dan pernapasan. Na-
mun, pilot atas nama Kuntardi 
tidak tertolong dan dinyatakan 
meninggal dunia sekitar pukul 
08.10 WIT.

 “Sementara itu, Co-pilot 
atasnama Egi masih dalam 
keadaan sadar dan semen-
tara dirawat di Puskesmas 
ilaga dan selanjutnya akan 
dievakuasi ke Timika,” kata 
Kamal.

Terkait penyebab pesawat 
tersebut gagal landing hingga 
mengakibatkan kecelakaan, 
kata Kamal, selanjutnya ma-
sih akan dilakukan penyelidi-
kan oleh pihak berwenang.

“Kedua korban masih di 
Puskesmas Ilaga dan masih 
menunggu untuk selanjut-
nya dievakuasi ke Timika,”
katanya. mei

Pesawat Smart Air Kecelakaan
di Puncak Papua, Pilot Tewas

SERBUAN VAKSIN MARITIM TNI AL 
DI DABO SINGKEP

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana TNI Yudo Margono 
 (kanan) meninjau pelaksanaan 
 vaksinasi  Covid-19 di Dabo Singkep, 
Kepulauan Riau, Senin (25/10). TNI AL 
 menyediakan sebanyak 2.000 vaksin 
saat penyelenggaraan  serbuan  vaksin 
maritim sebagai upaya penanganan 
pandemi Covid-19. 

IDN/ANTARA

mengamankan bukti, antara lain 
berupa berbagai dokumen dan 
sejumlah uang yang diduga ter-
kait dengan perkara,” jelasnya. 
Sebelumnya, Jumat (22/10).

Tim Penyidik juga telah sele-
sai melakukan upaya paksa peng-
geledahan di 5 wilayah berbeda 
di Kota Palembang. Sumsel yaitu 
rumah kediaman dari para pihak 
yang terkait dengan perkara di-
mana ditemukan serta diamankan 
bukti, antara lain berupa berbagai 
dokumen dan alat elektronik 
yang masih diduga ada kaitannya 
dengan perkara.

 “Seluruh bukti akan segera 
dilakukan analisa lebih lanjut 
untuk memastikan keterkaitan-
nya dengan perkara dimaksud 
dan kemudian segera dilakukan 
penyitaan untuk melengkapi 
berkas perkara Tersangka DRA 
dkk,” ungkap Ali.

Dodi Reza Alex Noerdin 
(DRA) adalah putra kandung 
mantan Gubernur Sumatera 
Selatan, Alex Noerdin, yang 
juga ditahan di KPK terkait 
kasus korupsi.

Bersama Dodi, tiga orang 

lainnya juga ditetapkan. Ke-
tianya adalah Kadis PUPR Musi 
Banyuasin, Herman Mayori 
(HM), Kabid SDA/PPK Di-
nas PUPR Kabupaten Musi 
Banyuasin, Eddi Umari (EU), 
serta Direktur PT Selaras Sim-
pati Nusantara, Suhandy (SUH).

Dodi Reza, Herman, dan 
Eddi ditetapkan sebagai pener-
ima suap. Sedangkan Suhandy, 
pemberi suap. Dodi Reza diduga 
telah menerima sejumlah uang 
suap dari Suhandy melalui Her-
man Mayori dan Eddi Umari, 
terkait empat paket pekerjaan 
infrastruktur di Musi Banyuasin.

Adapun, komitmen fee yang 
dijanjikan oleh Suhandy untuk 
Dodi Reza terkait empat proyek 
tersebut, sebesar Rp2,6 miliar. 
Suhandy diduga baru meny-
erahkan uang senilai Rp270 juta 
sebagai realisasi komitmen fee 
untuk Dodi Reza kepada Her-
man Mayori dan Eddi Umari.

Namun, uang itu belum 
sempat diserahkan Herman 
Mayori dan Eddi Umari kepada 
Dodi Reza karena keburu di-
tangkap oleh tim KPK. Uang 
Rp270 juta itu, merupakan 
realisasi awal dari komitmen fee 
sebesar Rp2,6 miliar. mei

JAKARTA (IM) -  Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) melantik  
Ivan Yustiavandana sebagai Ke-
pala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) 
periode tahun 2021-2026, di Istana 
Negara,Senin (25/10).

Ivan Yustiavandana meng-
gantikan Dian Ediana Rae seb-
agai Kepala PPATK berdasarkan 
Keputusan Presiden (Keppres) 
No.48/M Tahun 2021 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan 
Kepala PPATK.

“Demi Allah saya bersumpah. 
Bahwa saya untuk menjadi ke-

pala PPATK langsung atau tidak 
langsung dengan nama atau dalih 
apapun, tidak memberikan atau 
menjanjikan untuk memberikan 
sesuatu kepada siapapun. 

Saya bersumpah bahwa saya 
dalam melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan 
ini tidak akan menerima langsung 
atau tidak langsung dari siapapun 
juga sesuatu janji atau pemberian 
dalam bentuk apapun,” tutur Ivan 
Yustiavandana saat mengucapkan 
sumpahnya, Senin (25/10).

 “Saya bersumpah bahwa 
saya akan merahasiakan kepada 

siapapun hal-hal yang menurut 
peraturan perundang-undangan 
wajib dirahasiakan. 

Saya bersumpah bahwa saya 
akan melaksanakan tugas dan ke-
wenangan selaku Kepala PPATK 
dengan sebaik-baiknya dan dengan 
penuh rasa tanggung jawab. Saya 
bersumpah bahwa saya akan setia 
terhadap negara konstitusi, dan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku,” ujarnya.  

 Hadir pada kesempatan terse-
but hadir Wakil Presiden (Wapres) 
Maruf  Amin, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani. han

Dirut BPJS Ajak Masyarakat Konsisten
Jalani Pola Hidup Sehat dan Patuhi Prokes

JAKARTA (IM) - Direk-
tur Utama BPJS Kesehatan 
Ali Ghufron Mukti bersama 
tenaga kesehatan mengajak 
masyarakat untuk menerapkan 
pola hidup sehat dan tetap 
mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Ghufron, meski 
kasus Covid-19 berangsur 
menurun, namun masyara-
kat harus tetap waspada saat 
beraktivitas. Ia juga mengin-
gatkan agar masyarakat mema-
tuhi protokol kesehatan yang 
ditetapkan pemerintah saat 
berolahraga untuk mencegah 
penyebaran Covid-19.

“Mari kita bantu tenaga 
medis dengan konsisten men-
jalani pola hidup sehat serta 
mematuhi protokol kesehatan 
agar jumlah kasus Covid-19 
semakin minim. Salah satunya 
dengan rutin berolahraga agar 
tubuh selalu fit. Kami juga 
mengapresiasi upaya Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) dan jajaran tenaga 
medis yang secara konsisten 
mengajak masyarakat men-
jalani pola hidup sehat,” kata 
Ghufron saat menjalani keg-
iatan olahraga bersama dengan 
para tenaga kesehatan yang ter-
gabung dalam Asosiasi Tenaga 
Medis Indonesia (ATMI) di 
Lapangan Tenis Universitas 
Negeri Yogyakarta, Minggu 
(24/10).

Ghufron menambahkan, 
hingga saat ini BPJS Kesehatan 

juga terus membina kemitraan 
dengan seluruh kementerian/
lembaga agar penyelenggaraan 
Program JKN-KIS dapat ber-
jalan dengan optimal, seperti 
memperkuat sinergi dengan 
Pemda dalam mendukung upa-
ya promotif  preventif  melalui 
penyediaan sarana prasarana 
penunjang dan mengoptimal-
kan pemanfaatan teknologi 
digital.

Dengan demikian, ma-
syarakat dapat dengan mudah 
mengakses layanan tanpa harus 
keluar rumah. Pada kesempa-
tan tersebut, Ghufron juga 
menyampaikan apresiasinya 
kepada para tenaga medis yang 
telah memberikan pelayanan 
kepada pasien JKN-KIS den-
gan sepenuh hati dan sebaik-
baiknya di tengah pandemi 
Covid-19 yang belum usai.

“Memperingati HUT ke-
71 Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI), kami ucapkan terima 
kasih atas dedikasi yang luar 
biasa dengan menjadi gar-
da terdepan dalam melawan 
pandemi Covid-19. Apresiasi 
sebesar-besarnya bagi seluruh 
tenaga medis di Indonesia yang 
sudah mengorbankan waktu, 
tenaga, dan segala upaya untuk 
menangani pasien Covid-19. 
Tetap semangat, tetap sehat, 
tetap kuat. Semoga Tuhan 
selalu memberikan pertolon-
gan dan kemudahan bagi kita 
semua,” tuturnya. ber

AZIS SYAMSUDDIN BERSAKSI DALAM 
SIDANG ROBIN DAN MASKUR

Mantan Wakil Ketua DPR Azis  Syamsuddin 
 bersiap menyampaikan keterangan dalam 
 sidang lanjutan kasus dugaan suap  penanganan 
perkara yang diusut KPK dengan  terdakwa, 
 mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin 
 Pattuju dan pengacara Maskur Husain di 
 Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/10). 
 Sidang itu beragenda mendengarkan 
 keterangan saksi-saksi.

IDN/ANTARA

Azis Bantah Punya 8 Orang
di KPK yang Bisa Dikendalikan

JAKARTA (IM) - Man-
tan Wakil Ketua DPR Azis Sy-
amsuddin membantah bahwa 
dirinya punya 8 orangdalam 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) yang bisa diken-
dalikannya untuk mengatur 
perkara, seperti diungkap 
Sekretaris Daerah (Sekda) 
Tanjungbalai, Yusmada, saat 
bersaksi di sidang terdakwa 
eks penyidik KPK Stepanus 
Robin Pattuju dan penga-
cara Maskur Husain,beberapa 
waktu lalu.

 “Dalam kesaksian, Yus-
mada menyampaikan bahwa 
bapak Azis punya 8 penyidik 
yang digerakkan di KPK, 
apakah benar?” tanya kuasa 
hukum Robin dalam persi-
dangan di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) 
Jakarta, Senin (25/10).

“Tidak Pak. Saya sudah 
ditanya di KPK soal ini. Tidak 
ada Pak,” jawab Azis.

Kemudian, kuasa hu-
kum Robin menanyakan soal 
hubungan Azis dengan para 
Komisioner KPK. Sebab 
Azis sempat menuturkan 

dalam persidangan, bah-
wa ia lebih baik meng-
hubungi para Komisioner 
KPK ketimbang penyidik, 
jika ingin bertanya tentang 
perkara korupsi yang me-
nyeret namanya.

“Saksi tadi menjelaskan 
mengenai kalau misalnya 
ada perkara atas nama saksi 
terbawa-bawa, saksi bisa 
langsung tanya ke komis-
ioner KPK saja. Memang 
apa peranan saksi terkait 
pengangkatan Komisioner 
KPk yang saat ini?” ucap 
kuasa hukum Robin.

Azis menerangkan bah-
wa komisioner KPK dipilih 
ketika ia menjabat sebagai 
pimpinan Komisi III DPR 
pada 2019.

“Saya yang ngangkat 
Pak, saya yang fi t and prop-
er, saya yang ngangkat,” 
ungkap Azis.

Saat memberikan kes-
aksian, politisi Partai Golkar 
itu bersumpah ia tidak me-
miliki kepentingan apa pun 
dalam proses pengangkatan 
pimpinan KPK. han

Fadjroel Jadi Dubes Kazakhstan,
Pengganti Jubir Belum Dibahas

JAKARTA (IM) -  Jum-
lah kasus Covid-19 di Tanah 
Air terus melandai, namun 
sebagaian besar masyarakat 
menyadari bahwa pandemi 
belum berakhir. Hal ini dili-
hat dari  tingkat kepatuhan 
menjaga protokol kesehatan 
(Prokes) tetap tinggi.

Namun, seiring dengan re-
laksasi kegiatan dan penurunan 
level PPKM, disiplin Prokes di 
beberapa daerah justru mulai 
terlihat mengendor. 

Perlu upaya bersama 
semua pihak untuk tetap men-
goptimalkan perlindungan 
kesehatan, mengingat pan-
demi adalah perang panjang 
dan ancaman virus Covid-19 
masih ada.

Pada 3 minggu terakhir, 
data monitoring perubahan 
perilaku, Satgas Penangan-
an Covid-19 menunjukkan 
tingkat kepatuhan masyarakat 
terhadap protokol kesehatan 
sudah sangat baik. “Rata-rata 
skor memakai masker sudah 
mencapai 8,25 dalam 3 minggu 
terakhir. Sedangkan skor men-
jaga jarak dan mencuci tangan 
di angka 8,02 pada periode 
yang sama (rentang skor antara 
1 - 10),” kata Ketua Bidang 
Perubahan Perilaku Satgas 

Penanganan Covid-19 Sonny 
B. Harmadi, Minggu (24/10).

 Namun, data satgas juga 
menunjukkan sejak 3 hingga 
22 Oktober 2021, daerah yang 
mengalami penurunan kepatu-
han protokol kesehatan terus 
bertambah.

“Penurunan kepatuhan 
protokol kesehatan tidak hanya 
pada level kabupaten/kota, 
tetapi juga di tingkat keca-
matan,” ujar Sonny.

Sebagai gambaran, pada 
3 Oktober lalu, ada 8,13 pers-
en kabupaten/kota dengan 
tingkat kepatuhan memakai 
masker di bawah 60 persen. 
Sedangkan pada 22 Okto-
ber, jumlah kabupaten/kota 
yang termasuk zona merah 
kepatuhan memakai masker di 
bawah 60 persen tersebut naik 
menjadi 10,19 persen.

Pada periode yang sama, 
jumlah kecamatan yang ter-
masuk zona merah kepatuhan 
memakai masker bertambah 
dari 12,99 persen menjadi 
14,62 persen.

“Jika ini terus terjadi, tentu 
meningkatkan potensi kenai-
kan kasus Covid-19 di Indo-
nesia,” kata Sonny.

Penerapan protokol ke-
sehatan secara disiplin dan 

konsisten mutlak dibutuhkan 
di tengah peningkatan mobili-
tas penduduk, agar tidak terjadi 
gelombang ketiga.

“Saat kasus sedang melon-
jak ataupun melandai, perilaku 
masyarakat harus tetap sama 
dalam menerapkan 3M. Selalu 
pakai masker, jaga jarak dan 
jangan berkerumun, serta rajin 
mencuci tangan pakai sabun,” 
ucap Sonny.

Sementara itu, Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
Johnny G. Plate berulang kali 
mengingatkan masyarakat su-
paya tidak lengah meski kasus 
Covid-19 terus menurun.

“Pemerintah senantiasa 
mengingatkan masyarakat un-
tuk terus jaga Prokes dan 
segera divaksin karena kita 
semua tidak menginginkan 
lonjakan kasus Covid-19 beru-
lang,” kata Johnny, Minggu 
kemarin.

Menteri Johnny juga me-
minta kepala daerah untuk 
mencermati menurunnya 
tingkat kepatuhan menjaga 
protokol kesehatan di daerah 
mereka. “Kepala daerah tidak 
boleh lengah, terus kawal ma-
syarakat dalam disiplin jaga 
Prokes serta menggencarkan 
vaksinasi,” kata Johnny. ber

Kepatuhan Masyarakat terhadap Prokes
di Sejumlah Daerah Mulai Menurun

Presiden Lantik Ivan Yustiavandana
Sebagai Kepala PPATK di Istana  

JAKARTA (IM) - Juru 
Bicara (Jubir) Presiden Fad-
jroel Rachman hari ini dilan-
tik Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) sebagai Duta Besar 
(Dubes) Kazakhstan merang-
kap Republik Tajikistan. Ter-

kait penggantinya, Istana 
menyebut belum ada arahan 
dari Presiden Jokowi.

“Sampai saat ini belum 
ada arahan Presiden. Se-
lain itu di istana sudah ada 
Menteri Sekretaris Negara, 
Sekretaris Kabinet, dan 
KSP,” kata Deputi Bidang 
Protokol, Pers, dan Media 
Sekretariat Presiden Bey 
Machmudin, Senin (25/10).

Sebelumnya Fadjroel 
mengatakan bahwa sebena-
rnya selain dirinya masih 
ada tiga orang lainnya yang 
juga mengemban tugas seb-
agai jubir. Diantaranya Arif  
Budimanta, Dini Purwono 
dan Angkie Yudistia.

“Biasanya kami ber-
empat. Kalau saya tidak 
ada, itu pasti ada tiga orang 
kan lebih dari cukup un-
tuk menjelaskan kebijakan 
presiden kepada publik,” 
ujarnya.

Namun begitu Fad-
jroel menyebut ada Men-
sesneg Pratikno, Sekretaris 
Kabinet Pramono Anung 
dan Kepala Staf  Presiden 
(KSP) Moeldoko yang juga 
mengemban tugas untuk 
menyampaikan informasi 
istana kepada publik.

“Jadi cukup banyak 
yang sebenarnya mengem-
ban tugas menyampaikan 
informasi dari istana kepada 
masyarakat,” ujarnya. mei

PENGUMUMAN
RENCANA PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 
ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
dengan ini diumumkan adanya rencana 

Kapital Grupindo (“Perseroan”) yang 
mengakibatkan perubahan pengendalian 
pada Perseroan.
Bagi kreditor atau pihak-pihak yang 

keberatannya secara tertulis mengenai 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah tanggal pengumuman ini kepada 
alamat sebagaimana tertera dibawah ini.

Jakarta, 26 Oktober 2021
Direksi

The H Tower Lantai 19C
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, 

Jakarta Selatan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas PT. DOCQUITY   
CONSULTING INDONESIA (Dalam Likuidasi), 
berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) 
tertanggal 25 Oktober 2021, para pemegang 
saham Perseroan telah membubarkan 
Perseroan dan menunjuk Nona INDIRA 
SARAGIH sebagai Likuidator. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan 
ini diumumkan kepada seluruh kreditur dan 
debitur Perseroan untuk menyelesaikan seluruh 
masalah utang piutang Perseroan dalam waktu 
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini, dengan menghubungi 
Likuidator secara tertulis di alamat 18 Parc Place 
Tower E, Jalan Tulodong Bawah No. 5, SCBD, 
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,   
Jakarta Selatan.
Persoalan-persoalan yang tidak diajukan kepada 
Likuidator dalam waktu 60 hari atau telah lewat 
dari jangka 60 hari tersebut, dianggap telah 
selesai dan tidak menjadi tanggung jawab 
Likuidator.
Demikian pengumuman ini disampaikan guna 
memenuhi ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

Jakarta, 26 Oktober 2021
Likuidator

PENGUMUMAN 
RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI 

SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10
PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI 
SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10 (“Manajer Investasi”) dengan ini 
mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA 
CAPITAL PROTECTED FUND 10.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian REKSA DANA 
TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10, telah sepakat 
untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA 
CAPITAL PROTECTED FUND 10 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan 
Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL 
PROTECTED FUND 10 tertanggal 25 Oktober 2021.  

2.  Bahwa Manajer Investasi telah melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh 
Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL 
PROTECTED FUND 10 yang telah diterbitkan serta telah menginstruksikan Bank 
Kustodian untuk melakukan pembayaran atas Pelunasan Lebih Awal kepada 
seluruh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi 
Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI 
SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10, sebagaimana ternyata dalam 
Laporan Aktiva dan Kewajiban REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA 
CAPITAL PROTECTED FUND 10 per tanggal 10 Maret 2021.

3. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan 
rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10, 
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian 
untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL 
PROTECTED FUND 10  efektif sejak tanggal 26 Oktober 2021.

4. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan 
ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI 
SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 26 Oktober 2021

Manajer Investasi selaku Likuidator 
REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 10

 Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


